
 
 
 

 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
NOMOR  07  TAHUN 2008 

 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN  PURBALINGGA 
 

NOMOR   07    TAHUN 2008 
 

TENTANG 
 

PEMBENTUKAN DAN MEKANISME  
PENYUSUNAN  PERATURAN DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PURBALINGGA, 
 

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan 
Peraturan Desa, maka dipandang perlu adanya 
Pengaturan mengenai Pedoman Pembentukan dan 
Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ; 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan 
Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa ; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan                   
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagimana diubah dengan 
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        
Nomor 4548); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 
Desa  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia nomor 4567); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia nomor 4593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);  

7. Peraturan Presiden  Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA 

 

DAN 
 

BUPATI PURBALINGGA 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN MEKANISME 
PENYUSUNAN PERATURAN DESA. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1.  Daerah adalah Kabupaten Purbalingga. 
2.  Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan   Daerah. 
3.  Bupati adalah Bupati Purbalingga. 
4.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah    

Kabupaten Purbalingga. 
5.  Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat 

Kecamatan. 
6.  Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 

yang berwenag untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

7.  Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagi unsur 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

9. Kepala Desa adalah Kepala desa dalam wilayah Kabupaten Purbalingga. 
10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga 

yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelengaraan pemerintah 
desa sebagi unsur penyelenggara pemerintahan desa. 

11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD 
bersama Kepala Desa. 

12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang 
ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka 
melaksanakan Peraturan Desa dan peaturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi. 

13. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa 
yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa 
maupun Peaturan Kepala Desa. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan 
Peraturan Desa. 

 

Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 
 

3 



BAB II 
ASAS, JENIS DAN MATERI MUATAN 

 

Bagian Kesatu 
Asas Pembentukan dan Jenis Peraturan  

Perundang-undangan pada Tingkat Desa 
 

Pasal 2 
 

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan 
Peraturan perundang-undangan yang baik meliputi : 
a. Kejelasan tujuan ; 
b kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat ; 
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan ; 
d. dapat dilaksanakan ; 
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan ; 
f. kejelasan rumusan ;  
g.. keterbukaan; 
h. terminilogi dan sistematika yang benar ; 
i. perlakuan yang sama di hadapan hukum ; dan 
j. kepastian hukum. 

 
Pasal 3 

 

Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi : 
a. Peraturan Desa ;  
b. Peraturan Kepala Desa. ; dan 
c. Keputusan Kepala Desa. 

 
 

Bagian Kedua 
Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa 

 

Pasal 4 

(1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 
adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa, pembangunan Desa, dan pembedayaaan masyarakat, serta penjabaran 
lebih lanjut dari ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. 

(2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat 
pengaturan. 
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(3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 
huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan Kepala 
Desa yang bersifat penetapan. 

 
Pasal 5 

 

Peraturan Desa, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

 
BAB III 

PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN 
 

Bagian Kesatu 
Persiapan Pembentukan Rancangan Peraturan Desa 

 

Pasal 6 
 

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa atau berasal dari 
usul inisiatif BPD. 
    

Pasal 7 
 

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan 
tehadap Rancangan Peraturan Desa.  

 

(2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan 
Rancangan Peraturan Desa.  

 
Bagian Kedua 

Pembahasan Racangan Peraturan Desa 
 

Pasal 8 
 

Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa              
dan BPD. 
 

Pasal  9 
 

(1) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa dapat ditarik 
kembali sebelum dibahas bersama BPD. 

 

(2) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari BPD dapat ditarik kembali 
sebelum dibahas bersama dengan Pemerintah Desa . 
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